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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of the practice of good corporate governance on 
corporate environmental disclosure. The practice of good corporate governance is proxied by the 
proportion of the board of commissioners, the number of meetings the board, audit committee size 
and the number of audit committee meetings. This study also includes profitability, company size 
and leverage as control variables. The population of this research is the mining industry 
companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2011. Total observations is 38 
mining companies. Sampling technique in this study is purposive sampling method. The data 
analysis techniques use multiple linear regression method. The results showed that the number of 
meetings of the board of commissioners and the size of the audit committee significantly influence 
corporate environmental disclosure. Meanwhile, the proportion of independent commissioners, the 
number of audit committee meetings, profitability, company size and leverage did not significantly 
influence towards corporate environmental disclosure 
Keywords: Good Corporate Governance Practices, Corporate Environmental Disclosure, 
profitability, leverage. 
PENDAHULUAN 
Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang 
didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang 
dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pentingnya 
aktivitas dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga mendapatkan perhatian 
dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan 
tentang pengungkapan Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial perusahaan) 
bagi Perseroan terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada 
pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan 
juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan dalam 
pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. 
Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus PT Nusa 
Halmahera Minerals Ltd Perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi emas ini 
berlokasi di Pulau Halmahera. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan lubang 
bekas pertambangan seperti di lubang tambang Gosowong, dibiarkan begitu saja, serta longsoran 
yang dapat menimbulkan air asam tambang dan berpotensi mencemari badan sungai Tobobo. 
Limbah PT NHM juga mencemari teluk KAO. (Global Future Institute, 2009). 
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Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan 
tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan 
memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan 
perusahaan (Anggraini, 2006).  Sun, dkk., (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela 
dalam annual report seperti pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan 
corporate environmental disclosure dipandang perlu untuk menunjukkan kepada stakeholders akan 
kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku 
tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan 
perusahaan terhadap lingkungannya, maka image perusahaan menurut pandangan masyarakat 
menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik. 
Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan Good corporate governance 
berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik 
diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah 
bagi perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang 
lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam 
menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan 
komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun 
pengungkapan lingkungan perusahaan (Chtourou,dkk.,2001). Komite audit memegang peranan 
yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya 
perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada 
dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan 
komisaris, serta untuk mengindentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris 
(Effendi, 2009). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 
dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi serta menimilakan 
terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi. Selain itu penerapan konsep Good 
Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan 
lingkungan perusahaan.  
Atas dasar uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 
1. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 
perusahaan? 
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 
perusahaan? 
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan? 
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 
perusahaan? 
TELAAH PUSTAKA 
Agensi Teori (Theory Agency) 
Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan 
suatu kontrak antara hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer). 
Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak principal memberi 
wewenang kepada agent untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi 
principal. Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) menyatakan hubungan keagenan dapat 
menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda 
atau yang sering disebut dengan konflik kepentingan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab 
secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun demikian 
manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 
Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi 
(information asymmetric). Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih 
lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 
dibandingkan pemilik (pemegang saham). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan 
sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan 
terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Adanya asimetri informasi antara 
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manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis 
guna memaksimalkan keuntungan pribadi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). 
Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik diharapkan memberikan kepercayaan 
terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik 
menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen 
sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan 
(Waryanto, 2010). 
 
Teori Legitimasi ( Legitimacy Theory) 
Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan 
dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah 
organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukan perilaku yang konsisten 
dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989).  
Pengungkapan aktivitas CSR dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk 
mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan 
(Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan 
dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan 
alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. 
Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud 
akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan 
yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk. 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
Penelitian ini menggunakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Sun, dkk (2010). 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris, jumlah 
rapat dewan komisaris ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel 
independen. Pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta dalam 
penelitian menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. 
Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis berdasarkan model penelitian ini : 
Gambar 2.1 
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Proporsi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 
 Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi degan pihak yang 
mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2010). Sikap 
independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan 
keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. 
Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 
Juli 2000 III.1.4. Dalam peraturan ini dise butkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris 
Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, semakin besar 
proporsi  dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja dewan 
komisaris mampu melakukan pengawasan semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan 
perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
H1:  Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
lingkungan perusahaan. 
Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 
Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII 
Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha 
perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan 
maksud dan tujuan perseroan. Untuk mendukung terlaksananya tugas dewan komisaris secara 
maksimal, dewan komisaris perlu mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat 
dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan 
komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan 
dijalankan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka 
fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan 
semakin efektiknya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan oleh 
perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H2 : Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
lingkungan perusahaan. 
 
Ukuran Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 
Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu 
yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, 
dan harus memiliki pengalaman dalam melasanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini 
dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta 
penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri 
cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. 
Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga 
dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan 
termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Ukuran komite audit yang lebih besar 
diharapkan dapat menjaga kinerja dengan lebih baik. Penelitian oleh Handajani dkk (2008) 
menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan 
perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
H3 : Ukuran Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 
perusahaan. 
 
Jumlah Rapat Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal 
dan informal. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan 
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perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung 
pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah pertemuan komite audit dapat 
ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite 
audit. Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, 
auditor internal dan auditor eksternal.  Dalam penelitian Waryanto, (2010) menemukan jumlah 
rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal 
tersebut berarti bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil 
potensi manajer untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan untuk mengelabuhi 
stakeholder. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 




Pengungkapan Lingkungan Perusahaan 
Pengukuran variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan indeks Global Reporting 
Initiative (GRI) pada indikator lingkungan yaitu dihitung dengan menjumlahkan item 
pengungkapan yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan total item pengungkapan. 
 
Proporsi Dewan Komisaris 
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris diukur dengan 
membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris di perusahaan 
tersebut.  
 
Rapat Dewan Komisaris 
Dalam penelitian ini pengukuran rapat dewan komisaris konsisten dengan penelitian said, 
dkk(2009) yaitu diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan 
komisaris selama 1 tahun.  
 
Ukuran Komite Audit 
Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini konsisten dengan sun, dkk.(2010) diukur 
dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan berdasarkan jumlah 
keseluruhan anggota komite audit.  
 
Rapat Komite Audit 
Serta jumlah rapat komite audit konsisten dengan penelitian sun,dkk (2010) yaitu  jumlah 
pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit perusahaan dalam waktu satu tahun. 
Variabel kontrol 
Variabel kontrol dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 
sun,dkk(2010) yaitu: 
Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan.  
Profitabilitas diukur dengan return on assets yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. 
Sedangkan leverage diukur dengan debt equity ratio, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. 
 
Populasi dan sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan  yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria menerbitkan annual report dan memiliki 
data lengkap mengenai variabel terkait. 
 
Metode analisis data 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai 
berikut: 
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CEDit  = α0 + α1INKOMit + α2RAKOMit + α3KOMAUDit + α4RADITit + α7 SIZEit 
+ α6ROAit + α7LEVit + e  
 
Dimana:  
CEDit = Corporate environmental disclosure (pengungkapan lingkungan perusahaan) 
α0    = Konstanta  
α1-α6   = Koefisien  
INKOMit  = Proporsi Dewan Komisaris  
RAKOMit  = Jumlah Rapat Dewan Komisaris  
KOMAUDit  = Ukuran (jumlah) Komite Audit  
RADITit  = Jumlah Rapat Komite Audit 
SIZEit   = Ukuran Perusahaan diproksikan dengan Total Aset 
ROAit   = Profitabilitas diproksi dengan Return On Assets  
LEVit   = Rasio Leverage diproksi dengan Debt to Equity Ratio  
e   = Error 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah perusahan sektor industri 
pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 yang menerbitkan 
laporan tahunan. Distribusi pengambilan sampel adalah sebagai berikut :  
Tabel 1 
Populasi dan Sampel Penelitian 
No  Kriteria Sampel 2010 2011 Total 
1 Jumlah perusahaan industri sektor 
pertambangan yang terdaftar di BEI 
29 32 61 
2 Annual report yang tidak dapat diakses (1) 0 (1) 
3 Tidak memiliki data lengkap terkait 
variabel penelitian 
(8) (10) (18) 
4 Data outlier (2) (2) (4) 
 Total Observasi 18 20 38 
 
Analisis deskriptif 
Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran 
atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan 
variabel dalam penelitian ini adalah nilai ratarata (mean), minimum, maksimum, dan standar 
deviasi yang tersaji pada tabel 2. 
Tabel 2 
Statistik deskriptif 
Variabel Min Max Mean Std Dev 
Pengungkapan lingkungan 
perusahaan  
Proporsi dewan komisaris 
Rapat dewan komisaris 
Ukuran komite audit 










































Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
proporsi dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, rapat komite audit, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dianggap tidak hanya menentukan 
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besarnya hubungan tetapi menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen, serta menunjukkan arah dari pengaruh tersebut. Ringkasan hasil pengujian tersebut 
adalah seperti dalam tabel pada Tabel 2. 
Tabel 2 
Hasil Uji Statistik T 
Variabel p-value 
Proporsi dewan komisaris 
Rapat dewan komisaris 
Ukuran komite audit 











Keterangan: *) Signifikan 
 
Proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan 
Pada penelitian ini menunjukan bahwa proporsi  dewan komisaris memiliki hubungan 
positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori agensi, dimana 
semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan kepada 
manajemen akan semakin efektif, sehingga manajemen akan melakukan pengungkapan secara luas 
termasuk dalam pengungkapan lingkungan perusahaan (sembiring, 2005). Hal ini terjadi karena 
dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai 
pengungkapan lingkungan perusahaan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan secara 
langsung dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan. Serta keberadaan komisaris 
independen hanya itu mematuhi peraturan BEJ, Peraturan tersebut menyiratkan bahwa persyaratan 
jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dapat 
dilihat dalam hasil statistik deskriptif proporsi dewan komisaris sebesar 39,4%. 
 
Rapat dewan komisaris pengungkapan lingkungan perusahaan 
Dalam penelitian ini jumlah rapat dewan komisaris memiliki arah hubungan positif dan 
memiliki nilai signifikan. Hal ini menunjukan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan 
rapat maka semakin baik pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan Kharis (2012) rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif 
untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan. Rapat dewan 
komisaris yang dilakukan secara berkala dan berbobot maka akan memberikan nilai tambah 
terutama dalam meningkatkan ketaatan dalam Pengungkapan lingkungan perusahaan. 
 
Ukuran komite audit pengungkapan lingkungan perusahaan 
Dalam penelititan ini menunjukan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan positif 
dan memiliki nilai signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian yang dilakukan oleh 
Handajani dkk (2008) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan 
pengungkapan CSR. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian 
perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah 
efektifitas pengawasan termasuk praktik dan Pengungkapan lingkungan perusahaan. Karena 
dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite 
audit terhadap pihak manajemen perusahaan. 
 
Rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan 
Dalam penelitian ini rapat komite audit memiliki hubungan positif namun memiliki nilai 
yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widowati (2009) yang 
menyatakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa 
pelaksanaan monitoring terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan akan berjalan efektif. 
Rapat komite audit bukanlah menjadi ukuran keefektifan komite audit dalam menjalankan 
tugasnya. Sehingga frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pengungkapan lingkungan perusahaan. 
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Variabel kontrol terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan 
Ukuran Perusahaan memiliki arah hubungan positif namun tidak signifikan terhadap 
pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Anggraini (2006). Pengungkapan lingkungan perusahaan tidak dipengaruhi oleh 
ukuran perusahaan. dimana perusahaan besar maupun kecil, belum tentu melakukan pengungkapan 
lingkungan perusahaan secara luas. Hal ini dikarenakan perusahaan belum menganggap efektifitas 
dari pengungkapan lingkungan perusahaan. artinya pengungkapan lingkungan perusahaan belum 
dianggap sebagai kebijakan yang memiliki  dampak positif bagi perusahaan dimasa yang akan 
datang. 
Dalam penelitian ini profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan 
lingkungan perusahaan namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori 
legitimasi yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Dari sisi legitimasi menurut Donovan dan Gibson (2000) dalam 
Sembiring (2005) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Hal didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba 
yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 
mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan.  
Dalam penelitian ini leverage memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap 
pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal ini berarti tidak berhasil mendukung teori agensi. 
Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 
mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak 
menjadi sorotan dari para debtholders. 
 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. 
2. Proporsi dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. 
3. Variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. 
 
Implikasi Penelitian  
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka implikasi teoritisnya adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah dewan komisaris independen belum berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
atas aktivitas perusahaan. 
2. Rapat dewan komisaris berfungsi untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan strategis perusahaan. 
3. Peran dan tanggung jawab komite audit pada perusahaan di Indonesia telah berfungsi 
sebagai mana mestinya. 
4. Rapat komite audit tidak dapat menjadi ukuran keefektifan komite audit dalam 
menjalankan tugasnya. 
5. Perhatian perusahaan lebih mengarah pada laporan keuangan yang berkaitan dengan toatal 
aset, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba serta kemampuan perusahaan untuk 
membayar kewajiban perusahaan pengungkapan lingkungan perusahaan kurang efektif. 
6. Mandatory disclosure merupakan alternatif untuk mendorong perusahaan dalam 
melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan. sehingga hal ini dapat mencegah 
kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. 
 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yakni: 
1. Jumlah sampel yang relatif terbatas, yaitu 21 perusahaan pertambangan. Hal ini 
dikarenakan sedikitnya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING   Volume 2,  Nomor 2, Tahun 2013,   Halaman 9 
9 
 
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu periode pengamatan relatif pendek, yaitu pada 
tahun 2010 1011, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan 
yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 
Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan 
hasil yang lebih baik, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain (kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional) dalam menentukan luas pengungkapan sebagai bahan 
pemeriksaan kembali. 
2. Diharapkan adanya peningkatan peran proporsi komisaris independen serta jumlah rapat 
komite audit sehingga dapat meningkatkan perusahaan dalam pengungkapan lingkungan 
perusahaan. 
3. Diharapkan perhatian perusahaan tidak hanya pada laporan financial perusahaan namun 
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